
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
N O M O R :  70 /BPKAD/TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasa 74, Pasal 75 dan 

Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018  Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Bengkayang tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 

1 .  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3823); 

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4.  Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah bebera kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2 0 1 0  tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 4 2 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
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I O .  P e r a t u r a n  Presiden Nomor 16  Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republ ik  I n d o n e s i a  Tahun 2018  Nomor 33);  

I 1 .  P e r a t u r a n  Menter i  D a l a m  Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

t cn t ang  Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (cmbaran 

Ncgara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 547); 

1 2 .  Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016  tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 1 1 ,  

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 
1 1 )  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 20 19  
Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bengkayang Nomor 1 ) ;  

13 .  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2018 ,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BENGKAYANG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenanangan daerah otonom. 
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24. Penilai pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai 
Pcmerintah Dacrah. 

25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan 
sua tu  opini nilai  atas suatu objck penilain berupa BMD pada 
saat t c r t en tu .  

26. Ni lai  barang adalah est imasi scjumlah uang yang diperoleh dari 
hasil penukaran suatu BMD pada t a n gg a l  penilaian 

27. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar 
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membcbaskan Pengelola BMD, Pengguna 
BMD, dan/atau Kuasa Pengguna BMD dari tanggung jawab 
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 
penguasaannya. 

28. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau 
kegunaan BMD. 

29. Barang yang akan dihapuskan adalah BMD yang telah 
memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sebagai BMD yang 
teJah diusulkan oleh Pengelola dan Pengguna BMD. 

30. Barang yang telah dihapuskan adalah BMD yang telah memiliki 
kepastian dengan telah diterbitkannya keputusan dari pejabat 
yang berwenang untuk membebaskan Pengelola BM, Pengguna 
BMD dan/ atau Kuasa Penguna BMD dan tanggung jawab 
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 
penguasaannya. 

3 1 .  Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD .  
32. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak 

lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 
33. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang 

dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, 
antara pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota 
lain atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan 
menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling 
sedikit dengan nilai seim bang. 

34. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMD dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah 
kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah 
kabupaten/kota lain, atau dari pemerintah daerah kepada pihak 
lain tanpa memperoleh penggantian. 

35 . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan 
kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum 
Iainnya yang dimiliki negara. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1 )  Maksud ditetapkannya Peraturan Buppati ini adalah sebagai 
pedoman Pengguna dan Pengelola BMD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan pemangku kepentingan 
dalam pelaksanaan penghapusan BMD. 
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Tujuan ditctapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna 
meningkatkan tertib pcngc1olaan admmistrasi BMD dan untuk 
mendapatkan data yang akurat serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

Penghapusan barang milik daerah meliputi: 
a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 

Barang Kuasa Pengguna; 
b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan 
c. penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah. 

6 

Pasal 4 

( 1 )  Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak 
berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa 
pengguna Barang. 

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana 
dimaksud dalam Pas 3 huruf b, dilakukan dalam hal barang 
milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola 
Barang; 

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dalam hal terjadi 
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) 
disebabkan karena : 
a. pemindahtanganan atas barang milik daerah; 
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 
c. mcnjalankan ketentuan undang-undang; 
d. pemusnahan; atau 
e. sebab lain. 

Pasal 5 

( 1 )  Barang mil ik daerah sudah t idak berada dalam penguasaan 
Pengelola Barang, Pengurus Barang, Pengguna Barang dan/atau 
Kuasa Pengguna Barang disebabkan Karena: 
a. penyerahan barang milik daerah 
b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 
c. pemmdahtanganan atas barang milik daerah; 
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d.  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 

c. menjalankan kctcntuan peraturan perundang-undangan; 
f. pemusnahan; atau 
g. sebab lain. 
Sebab lain scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  hurup g 
merupakan sebab-scbab yang secara normal dipertimbangkan 
wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti hilang karena 
kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mat1 
dan sebagai akibal dari keadaan kahar (force majeure). 

Pasal 6 

Bupati dapat membuat kebijakan penghapusan sebagai tindak 
lanjut permasalahan Barang Milik Daerah selain karena sebab 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) .  
Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

( 1 )  Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  
untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan 
dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola 
Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  
untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan 
dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan 
penghapusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena : 
a. Pengalihan status penggunaan; 
b. Pemindahtanganan; atau 
c .  Pemusnahan. 

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang 
milik berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk 
Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna. 

(5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (4) dilaporkan 
kepada Bupati. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang dan/atau 

Kuasa Pengguna Barang 

Pa.sal 8 

( 1 )  Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada 
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  huruf a 
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang. 
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Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 
setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan 
barang milik daerah. 
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 

(satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal 
Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Bupati. 
Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada Bupati, dengan 
melampirkan : 
a. keputusan penghapusan: dan 
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada 

Bupati. 
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana d.imaksud 
pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian 
pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik 

daerah. 

Pasal 10  

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang 
milik daerah kepada Pengguna Barang lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  h8ruf b dilakukan oleh 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 
setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan 
barang milik daerah. 
Keputusan Penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan 
oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima 
(BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah. 
Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan Kepada 
Bupati dengan melampirkan : 
a. keputusan penghapusan; dan 
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status 

penggunaan barang milik daerah. 
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian 
pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik 
daerah. 
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( 1 )  Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik 

daerah kepada Bupati harus dicantumkan dalam Laporan 
Semesteran dan Laporan Tahunan pengguna Barang dan/ atau 
Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dan 
penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada 
Bupati harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan 
laporan barang tahunan. 
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Pasal 1 1  

( 1 )  Perubahan Daftar Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan 
barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan. Pengguna Barang dan/atau 
Kuasa pengguna Barang. 

(2) Perubahan daftar barang milik daerah scbagai akibat dari 

pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus 
dicantumkan dalam laporan barang mil ik  daerah semesteran 
dan laporan tahunan. 

Pasal 12 

(1 )  Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aaayat ( 1 )  huruf c 
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pcngguna Barang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilakukan 
setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan 
barang milik daerah. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 
(satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal 
Beria Acara Serah Terima (BAST). 

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah karena 
pemindahtangan atas barang milik daerah disampaikan kepada 
Pengguna Barang disertai dengan : 
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), 

dalam hal pemindahtangan dilakukan dalam bentuk 
penjualan secara lelang; 

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal 
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan 
tanpa lelang, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah 
daerah; dan 

c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal 
pemindahtangan dilakukan dalam bentuk hibah. 

(5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan 
melampirkan: 
a. Keputusan penghapusan ; dan 
b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang dan Naskah 

Hibah. 
(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Pengelola Barang Menghapus barang milik daerah 
dari Daftar Barang Milik Daerah. 

(1 )  

Pasal 13 

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena 
pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang 
Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan 
tahunan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang. 
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(2) Perubahan Daftar Barang MilikmDaerah sebagai akibat dari 
penghapusan karena pemindahtangan harus dicantumkan 
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 14 

(  1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya 
hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  
huruf d dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang. 

(2) Pengguna Barang rnengajukan permohonan penghapusan 
barang rnilik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya 
mernuat: 
a. Pertirnbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. Data barang rnilik daerah yang dimohonkan untuk 

dihapuskan, diantaranya meliputi nama barang, kode 
barang, kode register, merk/tipe,spesifikasi barang, tahun 
perolehan, jumlah barang, bukti kepemilikan barang, 
kondisi barang, lokasi, letak, alamat, luas, nilai perolehan 
dan/atau nilai buku. 

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: 
a. salinan / fotokopi putusan pengadilan yang telah 

dilegalisasi/ disakan oleh pejabat berwenang; dan 
b .  fotocokopi dokumen kepernilikan atau dokumen setara. 

(4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan 
penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang 
se bagaimana dimaksud ayat (2) .  

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada aayat (4) yang meliputi: 
a. Penelitian data-data dan dokumen barang rnilik daerah; 
b. Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang 

milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada 
upaya hukum lainnya; dan 

c. Penelitian lapangan jika diperlukan. 
(6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 

c dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik 
daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang 
milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan. 

(7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud oada ayat 
(5), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan 
kepada Bupati. 

Pasal 15 

(  1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak disetjui, 
Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada 
Pengguna Barang disertai dengan alasan. 
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n  penghapusan barang milik e 

menerbitkan surat persetujuan pengha 

penghapusan bar 
d pada ayat Q) memu 

du untuk dihapuskan, di 
a nama g; 

b. kode barang. 

c. kode register; 
d. merk, tipe; 
e. spesfikasi; 
f. lokasi/letak/alamat 

luas 
h. tahun perolehan; 
i. dokumen kepemilikan; 
j- jumlah barang; 
k. nilai perolehan: 
I. nilai buku untuk barang milk daerah yang dapat dilakukan 

penyusutan; 
m. kondisi barang; dan 
n. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporan pelaksanaan 

Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 

Pasal 16 

(l) Berdasarkan persetujuan Bupati, pengelola Barang menerbitkan 
kepurusan penghapusan barang. 

(2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  
menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar 
Barang Pengguna d an, ' a ta u  Daftar Barang Kuasa Pengguna. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaiamana 
dimaksud pada ayat ( l )  paling lama I (satu) bulan diterbitkan 
oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan penghapusan 
barang milik daerah dari Bupati. 

(4) Pengguna Barang melaporkan keputusan penghapusan barang 
milik daerah. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik 
daerah dari Daftar Barang Mihik Daerah. 

Pasal 17 

Penghapusan sebagaimana Pasal 14 ,  P asal 15  dan 
Pasal 1 adanya putusan pengadilan yang 

telah m n tetap dan sudah t idak ada upaya 
hukum lainnya 
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( 

(1 

(3) 

(4) 

Pa. 1 1 8  

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 
m» :i bu t  dari putusan pengadilan yang 

rol n hukum harus dicantumkan 
am laporan esteran dan laporan tahunan Pengguna 

dan/atau uasa pengguna Barang. . 
an Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tc ta p  harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan 
laporan tahunan. 

Pasal 1 9  

Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat ( 1 )  huruf c diawali dengan pengajuan permohonan 
penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Barang 
kepada Bupati mclalui Pengelola Barang­ 
Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat ( l )  paling sedikit 
memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan: dan 
c. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihapuskan, diantaranya meliputi nama barang, kode 
barang, kode register, merk/tipe,spesifikasi barang, tahun 
perolchan, jumlah barang, bukti kepemilikan barang, 
kondisi barang, lokasi/ letak/alamat, luas, nilai perolehan 
dan/atau nilai buku. 

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan 
penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang 
scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  
Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada 
Bupati. 

Pasal 20 

b 

Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 9  ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan 
penghapusan. 
Surat persetujuan penghapusan barang milk sebageirana 
dimaksud pada ayat ( l )  paling sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, 

yang sekurang- kurangnya meliputi nama barang, kode 
arany kode re gist rk/tpe,spesifikasi tahun 

, bukti kepe » 

/alamat, luas, 

melaporkan 

imaksud pada 
apusan barang 

B tuna BHarang dan/atau Daftar 
darang Kuasa zngan berdasarkan keputusan 
penghapusan Pen 

(3) 

02) 

D i p i n d a i  d e n g a n  C a m 9 c a n n  



1 3  

(4) Keputusan penghapusan barang mi l ik daerah scbagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan 
oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Bupat i .  

Pasal 2 1  

( 1 )  Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang mil ik dacrah 
kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan 
yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat ( 1 ) .  
(2) Berdasarkan keputusan penghapusan scbagaimana d i m a k s u d  

dalam Pasal 20 ayat (4), pengelola Barang menghapuskan 
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Dacrah. 

Pasal 22 

(1 )  Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melak.sanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang 
dan/ atau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
melak.sanak.an ketentuan peraturan perundang-undangan harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 23 

( 1 )  Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada 
Pengguna Barang sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
( 1 )  hurup f dilakukan oleh pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang. 

(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbi tkan 
keputusan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaiamana 
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling 
lama 1 (satu) bulan sejak. tanggal berita acara pemusnahan. 

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan 
disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan 
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita 
acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), pengelola Barang menghapuskan barang milik 
daerah pada Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 24 

( 1 )  Perubahan Daftar Barang Peugguna dan/atau Daftar Barang 
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan 
Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang. 
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(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan 
laporan tahunan. 

Pasal 25 

( 1 )  Pcnghapusan karena sebab lain scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat ( 1 )  huruf g dilakukan dilakukan olch Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan 
barang milik daerah kepda Bupati melalui Pengelola Barang 
sedikitnya memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan: dan 
b. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, 

yang sekurang-kurangnya meliputi nama barang, kode 
barang, kode register, merk/tipe,spesifikasi barang, tahun 
perolehan, jumlah barang, bukti kepemilikan barang, kondisi 
barang, lokasi, letak,alamat, luas, nilai perolehan dan/ atau 
nilai buku; dan 

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karen alasan: 
a. hilang karena kecurian; 
b. terbakar,susut,menguap,mencair, kadaluarsa, mati untuk 

hewan/ikan/tanaman; atau 
c. keadaan kahar (force majeure). 

( 1) 

Pasal 26 

Perrnohonan penghapusan barang rnilik daerah dengan alasan 
hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (3) huruf a harus dilengkapi: 
a. surat keterangan dari Kepolisian; dan 
b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang yag sekurang-kurangnya memuat: 
1 .  identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan 

barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian 
serta tidak dapat ditemukan; dan 

3 .  pemyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti 
bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud 
diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau 
kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggungijawab barang milik 
daerah/Pengurus barang tersebut, maka tidak menutup 
kemungkinan kepada yang bersangkutan akan 
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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(Z) Permohonan penghapusan barang, rank daerah d e nan lase 
tcrbakar, susut, mcnguap, mencar, adz zrsv ,  r e ?  t u x  

hcwan/ikan/tanaman sebagaimana d r n a s  dalaro  asz 
ayat (33) huruf b harus dienzp 
a .  Identitas Penguna Harang/Kase enguna arang 

b. Pernyataan dari pcnguna B a r a n g/ Yu a s a  Penaguna rang 
mengcnai kcbenaran permohonan yan g  d i , z  

c. Pernyataan dari Penguna Harang /Kuasz Penna Harang 
bahwa barang mil ik daerah  tel t r ' c a r  A e u ­  A  A  f9  I  s l i t  ow l · M s  '  i i  

mencair, kadaluarsa, mati, untuk hcwan an 'tan2ram; 
dan 

d. Surat pernyataan scbagaimana dimaksud pada 

dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitiar 
(3) Permohonan pcnghapusan barang mil darrah dengan alasar 

keadaan kahar (force majcure) sebagzimana dimasud dalam 
Pasal 25 ayat (3) huruf c harus dilengapi: 
a .  surat keterangan dari instansi yang berwenan; 

1 .  mcngcnai terjadinya keadaan kahar (force mzjrure), 
atau 

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan aher 

(force majeure); dan 
b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena 

keadaan kahar (force majeure) dari Pengguna Barang, Kasa 
Pengguna Barang. 

Pasal 27 

(1 )  Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan 
penghapusan barang milik daerah dari Pengguna B a r a g  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 
penghapusan; 

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap nara 

barang, kode barang, kode register, merk/tipe,spesifikasi 
barang, tahun perolehan, jumlah barang, bukti kepemilikan 
barang, kondisi barang, lokasi, letak,alamat, luas, nilai 
perolehan dan/atau nilai buku; 

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena 

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf 
b dan huruf c jika diperlukan; 

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 ) ,  Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan 
kepada Bupati untuk penghapusan barang milik daerah karena 
sebab lain. 

Pasal 28 

(1 )  Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan 
kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai 
dengan alasan. 
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Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat 
persetujuan penghapusan barang mi l ik  daerah. 
Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah dimaksud 
pada ayat (2) memuat da ta  barang mi l ik daerah yang disetujui 
untuk dihapuskan meliputi: 
a. nama barang, kode barang, kode register, 

merk/tipe,spesifikasi barang, tahun perolchan, jumlah 
barang, bukti kepemilikan barang, kondisi barang, lokasi/ 
letak/alamat, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; 

b. kewajiban Pengguna Barang untuk mclaporkan pelaksanaan 
pcnghapusan kepada Bupati. 

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. 
Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah 
dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagairnana 
dimaksud ayat (4). 

Pasal 29 

(1 )  Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang 
milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4). 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan 
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 

(3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan 
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(4) Perubahan Daftar Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan. 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang 

Pasal 30 

(2) 

Penhapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada 
Pengguna Baran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( I )  
huruf a di l akukan oleh Pengelola Barang .  
Penhapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  dilakukan 
setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang 
milik daerah. 
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Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh 
Bupati sejak tanggal Serita Acara Serah Terima (BAST) 
penyerahan kepada Pengguna Barang. 
Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan dan 
Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pad a ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian 
pencatatan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik 
Daerah. 

Pasal 3 1  

(1 )  Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 
penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan tahunan 
Pengelola Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
Penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang 
harus dicantumkan dalam laporan semester dan laporan 
tahunan. 

Pasal 32 

( 1 )  Penghapusan karena pemindah tangan atas barang milik daerah 
kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
( 1) huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 
setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang 
milik daerah. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan 
oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupati dengan melarnpirkan keputusan penghapusan yang 
disertai dengan: 
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST) apabila 

pemindahtanganan dilakukan dalarn bentuk penjualan 
secara lelang; 

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila 
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan 
tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal 
pemerintah daerah; dan 

c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, 
apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik 

daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 
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Pasal 33 

( I )  Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 
pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan 
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengelola 
Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan 
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 34 

( 1 )  Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah 
mcmperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya 
hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  
h u ru f  d  dilakukan oleh Pengelola Barang. 

(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan 
kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. perlimbangan dan alasan penghapusan: dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihapuskan sekurang-kurangnya meliputi nama barang, 
kode barang, kode register, merk/tipe,spesifikasi barang, 
tahun perolehan, jumlah barang, bukti kepemilikan barang, 
kondisi barang, lokasi, letak, alamat, luas, nilai perolehan 
dan/atau nilai buku; 

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: 
a. salinan/fotocopi putusan pengadilan yang telah 

dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan 
b. fotocopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 

(4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan 
penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .  

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. Penelitian data-data dan dokumen barang milik daerah; 
b. Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang 

milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada 
upaya hukum lainnya; dan 

c .  Penelitian lapangan jika diperluka, guna memastikan 
kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek 
putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang 
menjadi objek permohonan penghapusan. 

(6) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak 
disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang 
disertai dengan alasan. 

(7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah 
disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan 
barang milik daerah. 
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(8) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan 

sekurang-kurangnya meliputi nama barang, kode barang, 
kode register, merk/tipe,spesifikasi barang, tahun 

perolehan, jumlah barang, bukti kepemilikan barang, 
kondisi barang, lokasi, letak, alamat, luas, nilai perolehan 
dan/atau nilai buku; 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati. 

Pasal 35 

(1 )  Berdasarkan persetujuan Bupati menerbitkan keputusan 
penghapusan barang. 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  Pengelola Barang melakukan 
penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh 
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal persetujuan. 

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupati dengan mellampirkan keputusan penghapusan barang 
milik daerah. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik 
daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 36 

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 

hanya clilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya 
hukum lainnya. 

Pasal 37 

( 1 )  Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan 
pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan 
laporan tahunan. 
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Pasal 38 

Penghapusan barang mil ik daerah karena melaksanakan 
ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n  scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  huruf  e  diawali dengan 
mengajukan permohonan penghapusan barang mil ik daerah 
dari Pengclola Barang kepada Bupat i .  
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  paling sedikit 
memuat:  
a.  pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik dacrah yang dimohonkan untuk 

dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi nama 
barang, kode barang, kode register, merk/tipe,spesifikasi, 
identitas, tahun perolchan, jumlah barang, bukti 
kepemilikan barang, kondisi barang, lokasi, letak, alamat, 
luas, nilai perolchan dan/atau nilai buku; 

Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan 
penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. penelitian data-data dan dokumen barang milik daerah; 
b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait 

barang milik daerah; dan 
c. penelitian lapangan jika diperlukan, guna memastikan 

kesuaian antara barang milik yang menjadi objek peraturan 
perundang-undangan dengan barang milik daerah yang 
menjadi objek permohonan penghapusan. 

Pasal 39 

Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Bupati menerbitkan surat 
persetujuan penghapusan. 
Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  paling sedikit: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, 

yang sekurang-kurangnya meliputi nama barang, kode 
barang, kode register, merk/tipe,spesifikasi, identitas, tahun 
perolchan, jumlah barang, bukti kepemilikan barang, kondisi 
barang, lokasi/letak/alamat, luas, nilai perolehan dan/atau 
nilai buku; 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporan pelaksanaan 
penghapusan kepada Bupati. 

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ) ,  Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik 
dacrah dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan 
penghapusan Bupa t i .  
Kcputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama l 
(satu) bulan sejak t anggal penjualan. 
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Pasal 40 

( 1 )  Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan. 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan barang 
milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 

( 1 )  

(2) 

Pasal 4 1 

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 
melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan 
harus dicantukan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan pengelola barang. 
Perubahan Daftar Barang MiJik Daerah sebagai akibat dari 
meJaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 42 

( 1 )  Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada 
Pengelola Barang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat () 
huruf f dilakukan dengan ketentuan. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 
oleh Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan 
penghapusan barang milik daerah. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 
(satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acar pemusnahan. 

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara 
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik 
daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal43 

( 1 )  Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 
Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan 
laporan tahunan pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan dalam 

laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 44 

( I )  Penghapusan karena sebab lain scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat ( 1 )  huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang. 
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Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan 
barang milik daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihapuskan, yang di antaranya meliputi nama barang, kode 
barang, kode register, merk/tipe,spesifikasi, identitas, tahun 
perolehan, jumlah barang, bukti kepemilikan barang, kondisi 
barang, lokasi, letak, alamat, luas, nilai perolehan dan/atau 
ni lai  buku; 

Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan: 
a. hilang karena kecurian; 
b. terbakar,susut,menguap,mencair, kadaluarsa, mati untuk 

hewan/ikan/tanaman; dan/atau 
c. keadaan kahar (force majeure). 
Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan 
hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a harus dilengkapi: 
a. Surat Keterangan dari Kepolisian; 
b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang­ 

kurangnya memuat: 
1 .  Identitas Pengelola Barang; 
2.  Pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan 

barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian 
serta tidak dapat diketemukan; dan 

3. Pernyataan apabila di kemudian hari diketemukan bukti 
bahwa penghapusan barang milik dimaksud di akibatkan 
adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari 
Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang 
milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak 
menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan 
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan 
terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk 
hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
H uruf b harus dilengkapi: 
a. identitas Pengelola Barang; 
b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran 

permohonan yang diajukan; 
c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terbakar, 

susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk 
hewan/ikan/tanaman; dan 

d .  surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c 
dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian. 

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan 
keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) h u r u f  c  har us dilengkapi: 
a .  Surat keteranan dari  instansi yang berwenang; 

I .  mengenai terjad inya keadaan kahar (force majeure); atau 
2 .  mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar 

(force majeure) 
b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena 

keadaan kahar (force majeure). 
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BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 47 

( 1 )  Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan barang milik 
daerah diatur dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan mengenai penghapusan BMD dengan sebab lainnya 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang di atur 
tersendiri dengan Keputusan Bupati Bengkayang. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 48 

Format penghapusan barang milik daerah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 49 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang. 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 30 Tahun 2012 tentang Standar Operasi dan Prosedur 
Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Ditetapkan di Bengkayang 
ada'tanggal 28 w&vower Z20 

­ • BLPARNI BENGKAYANG,· 
, c ; '  

R AN E S  BUDIMAN 

Diundangkan di Bengkayang 
pada_tanggal z paler 2020 

-SE@&&TARIS DAERAH 
BENGKAYANG, " 

t f 

' 

BERITA DAERAH KABURATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 7 
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DAFTAR PENGHAPUSAN BA.RANG MILIK OAERAH DARI BARANG PENGELOLA 

No Kode I Kode 

1 
Nama I Tahun Jumlah Harga Total Nilai Nilai Nilai Spesifikasi/ Konctisi I Keterangan 

Barang Register Barang I Perolehan Satuan Perolehan Penyusutan Buku Lokasi Barang 
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) I 

1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13 

I  I  j 
.. 

i:.,, I 
I 

I I I I 

' 
I I I l 

Jumlah Il 
JO 

BUPATI BENGKAYANG 
70 / BPKAD / TAHUN 2020 

28 (&@rR 2020 

LAMPIRAN I PERATURAN NOMOR TANGGAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 

25 

BUPATI BENGKAYANG, 
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LAMPIRAN Il 

PERATURAN 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA 

BUPATI BENGKAYANG 
70 [ B P KA D  /  TAHUN 2020 
28 PEG&v6 2020 

No Kode Kode Na.ma Tahun Jumlah Harga Total Nilai Nilai Nilai Spesifikasi/ Kondisi Keteranga 

Barang Register Barang Perolehan Satuan Perolehan Penyusutan Buku Lokasi Barang n 
(Rp) (Ro) (Rp) (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 13 

Jumlah I 

PENGELOLA BARANG, 

z5, 55  @  BENGKAYANG 

• d 
� 

,---✓ 
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